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BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pintu harapan akan keadilan terbuka seiring perubahan politik dalam 

delapan tahun terakhir dalam runutan reformasi. Perubahan menuju tatanan 

pemerintahan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) adalah 

harapan masyarakat. Dengungan reformasi memberikan harapan baru bagi 

perbaikan dalam berbagai sektor kehidupan sistem pemerintahan. Hingga kini 

perubahan yang diusung oleh reformasi masih dalam bayang-bayang semu. 

Praktek KKN dalam sistem pemerintahan seolah telah mengakar dan 

membudaya.

Harapan pada penegakan supremasi hukum pun merupakan agenda

penting dari reformasi. Namun sistem yang membawa keadilan ini seolah tak

berdaya untuk menguak dan membersihkan sistem yang penuh ketidakadilan.

Satu hal yang menjadikan negara tetap diakui eksistensinya, yaitu menegakkan

hukum. Keberhasilan atau kegagalan menjadikan hukum sebagai panglima 

keadilan sangat ditentukan oleh proses dan keputusan hukum yang dilakukan 

oleh negara saat ini. Upaya penegakan hukum di Indonesia sedang berada 

disebuah persimpangan.

Profesionalisme para penegak hukum masih banyak dipertanyakan 

berbagai kalangan. Isu mafia peradilan mewarnai kehidupan hukum di

1
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Indonesia. Independensi penegak hukum mulai dipertanyakan, bahkan seluruh 

pelaksana-pelaksana yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberi 

keadilan diragukan. Persamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) 

hanya sekedar pemanis dalam pelaksanaan hukum.

Salah satu masalah yang dihadapi bangsa ini adalah tidak adanya 

kepastian hukum. Belum terciptanya law enforeement di negeri ini terpotret 

nyata dalam lembaga peradilan. Media masa bercerita banyak tentang hal 

ini, mulai dari mafia peradilan, suap ke hakim, pengacara tidak bermoral sampai 

hukum yang berpihak pada kalangan tertentu.

Hingga kini proses penegakan hukum masih buram. Menurut Munarman 

hal ini terjadi akibat proses panjang sistem politik masa lalu yang menempatkan 

hukum sebagai subordinasi politik. Sistem peradilan yang tidak independen dan 

memihak dengan dalih dan banyaknya kepentingan1. Reformasi hukum yang 

dilakukan hingga kini belum menghasilkan keadilan bagi seluruh masyarakat.

Keadilan masih dibayangi oleh kepentingan dan unsur kolusi para aparat 

penegak keadilan dinegeri yang ber-keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

indonesia ini. Intervensi terhadap hukum masih belum dapat dihindari. Hal ini 

mempengaruhi mentalitas penegak hukum. Padahal mentalitas yang bermoral 

adalah kekuatan penegak hukum sebagai dasar dari profesionalismenya. Moral 

dan keberanian dalam menegakan supremasi hukum masih minim dimiliki oleh

secara

Munarman, Hukum Dimainkan Politik, dalam kumpulan wawancara prespektif baru 2003- 
2005 (http//utankayu .blogspot.com)



penegak hukum di Indonesia. Sehingga banyak kasus-kasus hukum diselesaikan 

telapi tidak memuaskan berbagai pihak atau pun merugikan dilain pihak. 

Timbul pertanyaan apakah keadilan hanya milik ‘penguasa’?

Berbicara masalah reformasi hukum, tentu tidak terlepas dari peran 

berbagai pihak termasuk aparatur dan institusi yang bergerak di bidang hukum. 

Peran yang jelas tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dan keterlibatan 

pihak lain terutama aparatur pemerintah yang bergerak diluar bidang hukum dan 

masyarakat secara umum. Peran ini tentu saja tidak hanya terletak pada 

bagaimana sistem hukum yang ada bisa dibenahi, tapi juga bagaimana sistem 

hukum yang diformulasikan dalam bentuk aturan-aturan hukum baik materiil 

maupun formal itu ditegakkan secara konsekuen. Dalam situasi dimana institusi 

formal yang bertanggung jawab melakukan reformasi di bidang hukum belum 

memberikan perubahan yang berarti, kehadiran State awdliary agencies yaitu 

lembaga-lembaga oleh Negara untuk menangani hal-hal khusus seperti KPK, 

Komnas H AM, KON dan KHN tentu diharapkan mampu memainkan peran 

yang signifikan dalam upaya pembaharuan hukum.2

Sistem hukum yang baik harus dimulai dari moral penegak hukum yang 

baik. Ada ungkapan pada masyarakat yang melekat dalam proses hukum kita, 

yaitu ”kalau berurusan dengan hukum, ketika kehilangan kambing maka akan 

kehilangan sapi’. Karena baik polisi, jaksa, hakim, maupun pengacara terlibat

- Sudi Prayitno,, ”Peran serta beberapa State dalam mendukung reformasi Di Indonesia" 2005 
(http://ww\v.soiusi hukum.com)
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mafia peradilan. Mereka melakukan proses jual beli, berdagang 

hukum diantara pelaku hukum tersebut. Itulah tantangan besar bagi masyarakat 

untuk memperjuangkan hukum yang bersih, independen, dan bebas dari 

kepentingan politik ataupun kepentingan lainnya. Itu agenda yang 

penting dan seharusnya dipelopori oleh institusi penegak hukum.

Dari sekian banyak bidang hukum, dapat dikatakan bahwa hukum 

pidana menempati peringkat pertama yang bukan saja mendapat sorotan tetapi 

juga celaan yang luar biasa dibandingkan dengan bidang hukum lainnya. 

Bidang hukum pidana merupakan bidang hukum yang paling mudah untuk 

dijadikan indikator apakah reformasi hukum yang dijalankan di Indonesia sudah 

berjalan dengan baik atau belum. Hukum pidana bukan hanya berbicara tentang 

putusan pengadilan atas penanganan perkara pidana, tetapi juga meliputi 

proses dan sistem peradilan pidana.

Proses peradilan berawal dari penyelidikan yang dilakukan pihak 

kepolisian dan berpuncak pada penjatuhan pidana dan selanjutnya diakhiri 

dengan pelaksanaan hukuman itu sendiri oleh lembaga pemasyarakatan. Semua 

proses pidana itulah yang saat ini banyak mendapat sorotan dari masyarakat 

karena kinerjanya, atau perilaku aparatnya yang jauh dari kebaikan.

Hakim sebagai orang yang dianggap sebagai ujung tombak untuk 

mewujudkan adanya keadilan, ternyata tidak luput juga dari cercaan 

masyarakat. Banyaknya putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat telah 

menyebabkan adanya berbagai aksi yang merujuk pada kekecewaan pada

dalam sualu

teramat

semua
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hukum. Banyaknya kekecewaan terhadap pengadilan (hakim) ini terkait dengan 

merebaknya isu mafia peradilan yang terjadi di tubuh lembaga berlambang 

pengayoman tersebut. Institusi yang seharusnya mengayomi hukum ini sempat 

menyeret nama pimpinan tertingginya sebagai salah satu mafia peradilan. 

Meskipun kebenarannya sampai saat ini belum terbukti, namun kasus ini 

menunjukkan bahwa pengadilan masuk sebagai lembaga yang tidak dipercaya 

oleh masyarakat. Jika kita sudah tidak percaya lagi pada pengadilan, pada 

institusi mana lagi kita akan meminta keadilan di negeri ini.

Semakin merosotnya wibawa pengadilan dan hilangnya kepercayaan

yang melatar belakangi beberapa tindakan 

masyarakat melakukan tindakan-tindakan perlawanan terhadap pengadilan, baik 

dalam proses persidangan maupun proses pelaksanaan keputusan. Sebagai 

contoh dalam kasus yang menarik perhatian masyarakat yang akhir-akhir ini 

kita sering melihat baik secara langsung ataupun melalui media,suasana sidang 

yang tak ubahnya seperti pasar tanpa aturan. Para pengunjung sidang terlihat 

berteriak-teriak, bertepuk-tepuk tangan, memakai topeng, dan melempar kursi 

kearah hakim. Tak jarang terlihat pula pemandangan “pertengkaran” seorang 

penasihat hukum dengan ketua majelis hakim yang diakhiri dengan pengusiran 

penasehat hukum dari ruang persidangan.3 Dan sering kita lihat juga 

pemandangan dalam gedung pengadilan hampir dapat dipastikan penuh dengan

masyarakat terhadap hukum

3 Artikel 
(http://.utankayu.blogspot.com)

dari hukum Online tentang mematikan pengadilan yang berwibawa

http://.utankayu.blogspot.com
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pengunjung yang tidak jarang menimbulkan kegaduhan di ruang sidang dengan 

bersorak atau bertepuk tangan bahkan sampai mengeluarkan cemoohan kepada 

penegak hukum yang menjalankan tugasnya yang tentunya akan mengganggu 

jalannya persidangan, atau pada suatu saat muncul gerombolan massa yang 

berdemonstrasi menuntut dihentikannya proses persidangan. Di samping itu, 

sering juga terjadi pengacara yang meninggalkan persidangan ataupun 

menginterupsi dengan keras keputusan hakim; terdakwa yang menyerang hakim 

akibat tidak puas dengan putusan hakim.

Di luar persidangan, pemberitaan besar-besaran terhadap suatu kasus

atau kritikan-kritikan yang disampaikan secara terbuka melalui media massa

sering kali terjadi dan tidak jarang pula bahwa pers mengeluarkan pemberitaan 

ataupun pernyataan-pernyataan yang menimbulkan situasi ataupun kondisi yang 

mempunyai pengaruh terhadap putusan yang akan dijatuhkan. Dampak dari 

pemberitaan tersebut adalah adanya kesan bahwa seseorang yang diajukan ke 

depan pengadilan seolah-olah dia bersalah ataupun tidak bersalah walaupun 

proses persidangan itu sendiri belum selesai.

Dan yang akhir-akhir ini yang sering kita dengar beberapa keputusan 

dari suatu pengadilan yang akan dijalankan eksekusinya mendapatkan 

perlawanan dari masyarakat karena menganggap keputusan dari Hakim 

tidak adil.

yang

Hal-hal diataslah yang melatarbelakangi para perumus RUU K.UHP 

memasukkan satu bab khusus mengenai tindak pidana terhadap peradilan

!
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karena hal ini merupakan suatu keadaan yang sangat memprihatinkan bagi 

kehidupan hukum Indonesia yang berdampak merosotnya wibawa peradilan dan 

meningkatnya pelecehan terhadap hukum, sehingga menyebabkan terganggunya 

perlindungan kepentingan hukum yang sepatutnya dilindungi oleh lembaga 

peradilan Adanya ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai tindak 

pidana terhadap proses peradilan di satu sisi merupakan upaya yang baik untuk 

menegakkan kewibawaan lembaga peradilan yang saat ini dinilai tidak lagi 

terhormat di mata masyarakat. Namun, di sisi lain ketentuan ini akan menjadi 

boomerang bagi masyarakat, apabila adanya contempt of court ketentuan 

mengenai tindak pidana.

Selanjutnya, untuk memahami pengertian contempt of court di Indonesia 

dapat dilihat dalam Penjelasan Umum butir 4 Undang-undang No. 14 Tahun 

1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan :

"untuk dapat lebih menjamin terciptanya suasana yang sebaik-baiknya 

bagi penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 

berdasarkan Pancasila, maka perlu dibuat suatu undang-undang yang 

mengatur penindakan terhadap perbuatan, tingkah laku, sikap dan atau 

ucapan yang dapat merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat 

dan kehormatan badan peradilan yang dikenal sebagai contempt of 

court".
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Contempt of Courl dalam RUU KUHP diterjemahkan sebagai tindak 

pidana terhadap proses peradilan. Ketentuan mengenai tindak pidana terhadap 

proses peradilan ini terdapat dalam Buku II Bab VI dan terdiri dari 17 Pasal.

Dari pengertian mengenai contempt of court dapat dilihat hal-hal secara 

tersirat perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat di kategorikan contempt of 

court. Tapi bila dilihat dalam kenyataan bahwa perbuatan yang di kategorikan 

Contempt of court masih sering di lakukan oleh masyarakat. Berdasarkan hal- 

hal tersebut dan dilandasi keinginan untuk mengetahui mengenai tindak pidana

dalam proses peradilan {Of Court), maka di buat suatu karya ilmiah berjudul

“CONTEMPT OF COURT DALAM PERADILAN PIDANA INDONESIA”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka di temukan

permasalahan yaitu :

Bagaimanakah batasan-batasan suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai 

Contempt Of Court?

1.3 Ruang Lingkup Penulisan

Penulisan ini dibatasi ruang lingkup permasalahanya yaitu hanya 

terhadap masalah Contempt Of Court dalam sistem peradilan pidana di 

Indonesia, dan akan di bahas juga mengenai Contempt Of Court dalam 

Rancangan Undang-undang Kitab Hukum Pidana Indonesia.

rumusan

I
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1.4 Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi tentang Contempt OJ Court dalam sistem peradilan 

Pidana di Indonesia mempunyai tujuan :

1. Untuk mengetahui batasan-batasan suatu perbuatan di kategorikan Contempt 

Of Court di Indonesia.

2. Untuk mengetahui Contempt Of Court dengan sistem peradilan pidana di 

Indonesia.

3. Untuk mengetahui Contempt Of Court dalam masa yang akan datang.

1.5 Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi tentang Contempt Of Court dalam sistem peradilan

pidana di Indonesia mempunyai manfaat :

A. Manfaat Teoritis

1. Penulisan ini diharap dapat memberi suatu sumbangan pemikiran dalam

rangka pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan secara khusus

pada bidang pidana tentang Contempt Of Court.

2. Sebagai referensi mahasiswa dan pengajar tentang Contempt Of Court 

dalam peradilan pidana di Indonesia.

B. Manfaat Praktis

1. Skripsi ini dapat dijadikan sumber data bagi para penegak hukum dalam 

menerapkan Contempt oj court dalam peradilan pidana di Indonesia.
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2. Skripsi ini dapan dijadikan bahan acuan bagi masyarakat mengenai 

Batasan-batasan perbuatan yang dikategorikan contempl of court.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian 

hukum deskriptif analitik dan pendekatan normatif yaitu pendekatan bersumber 

dari data sekunder yakni data yang telah di olah sebelumnya meliputi 

Perundang-undangan, buku-buku, tulisan ilmiah, dan document-document 

lainya yang relevan sehingga didapat pemahaman secara teoritis mengenai 

Contempl Of Court.

1.6.2 Jenis dan sumber bahan hukum

A. Jenis Data

Jenis data dalam penulisan skripsi ini yaitu data kualitatif yang bersumber

pada data dan sumber hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan.

B. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mengikat meliputi Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana, Rancangan Undang-undang KUHP Nasional, Undang- 

undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-undang
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No. 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang No.14

Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

2. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa asas-asas hukum, teori-teori hukum 

dan yurisprudensi-yurisprudensi yang mempunyai keterkaitan dengan

masalah Contempt Of Court.

3. Bahan Hukum Tersier

Adalah data yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai

bahan hukum primer, seperti dari majalah-majalah, kamus, buku-buku

yang mempunyai keterkaitan dengan masalah contempt of court.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan melalui

studi kepustakaan yang di lakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi,

majalah-majalah, hasil dengan Contempt Of Court penelitian dan segala bahan 

penelitian yang berhubungan langsung.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Data yang telah berhasil dikumpulkan, kemudian akan dianalisa dengan 

teknik analisis deskripif yaitu data yang telah terkumpul akan diolah sehingga 

menjadi data yang ringkas dan sistematis.

I
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